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PERJANJIAN KER.'ASAMA

AilTARA

DIruAS PENGENDALmh! PENDUDUK, KELUARGA tsERENCAN&
KEPENDI'DU KAIU DAhI PEIUCATATAN $!Pfl.

PROVINSI SUMATERA BARAT
!

DEIUGAro

tslRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI $UMATERA BARAT

TEruTANG

PEMAAI FAATAru NOMOR IryDI' K KEPEI\iDI' DU KAN, DATA K EPENDU D{' KANDA[{ KARTU TAf{DA PENDUDUK elexrnoilKb;uilUi ffiAl'ffi, iiilol?uo TI,GAs
EIRO UMUM SEKRMARIAT DAERAH

PROVINSI SU MATERA EARAT

Fada hari lni semEm tangga! dua'pufuh lErna bulan Juni tahun dua rlhqn delapan belas yangbentanda tangan di bawahr:ni, -

1. ttlarna : H. Novrial, S.E, M.A., AlftAtamat : JI. Rasuna Said ruo. 6f padang.
Jabatan : Kepala Dinas pengenoatran "ienouduk, 

Ketuarga Berencana, Kependudukand?n fg*gttatan Sipit provinsi Sumat# iarat.dalan'l hal ini bertindak untult'-oan atas nama Dinas pengendalian penduduk, Keluarga
ffi'J#ll#ft^ffl Effi n" n oin pen caiffi 

-ii;il 
i,orj*", s uir a tera e r iui' yu ne sera n lutnya

2. Nama ; Drs, Herzarli Lazran, M.M.Alamat : Ji. $udir*rn iUo.'St'e*rlung.
'lahatan : Kepala eiro umum setretariat Daerah Frovinsi sumatera Barat.dalam hal ini bertindak untu[ orn ,tru nama eiro umunr sekretariat Daerah provinsiSumatera tsarar yang setanjurnya JGenut ptFIAH ${ED&JA.

ft_ryAK KESATU dan flFsAK KEDti,a
PARA p$HA[; iJr"dn darruru *un"runu,lrrfJol*jil1}1illtf secara bersama+arna disebut

L' bahwa PIFIAK KESATU adalah unsur pelaksana pernerintalc-provinsisumatera 
Barat dibidangkependudukan dan dffi;ffi"#r vrr? b-;ffi;;r! iu*rr, kepada Gubernur provlnsiSumatera Barat; ' -------- -'8'

2' bahwa PIHAK ffiED['',A adalah rlnsur pelaksana. penoerintah provinsi sunratera tsarat yangmenyeremggarakan p*ru*r,,**n il,1* t;biffid--'rJr**orn*an dan progran, se&tretariatclaerah' [<oord!nas!' fasllltasi, plrre""t * serta evaruasi kebutrrran perNengxapan sekretariat
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' daerah, tata usaha, keuangan sekretariat daerah, rumah tangga, tata usaha pinnpinan,

keprotokolan dan pelayanan tamu Pemda;

3. bahwa untuk menlndaklanjuti lzin Gubernur Surnatera Barat [\,!ornor

[73/LOO9/DPPKBKPS..5/Xll/2OL7 Tanggal l-5 Desember 2OL7 tentang Pemanfaatan NlK,

KTF-el dan data Kependudukan atas Surat Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinrsi

Sumatera Barat f{omor 47O/694/lJmum-2OL7 Tanggal 13 hlovemher 2CIL7 perihal
Permohonan tzin Hak Akses dan Pemanfaatan NlK, Data Kependr.ldukan & KTP-ei.

dengan mernperhatikan ketentuan peraturan perundung-undangan sebagai berikut:

1,. |,.lndangUndang lVomor 23 Tahun 2OOO tentang Administrasi Kependudukan (l-embaran
filegara Republil< lndonesia Tahun 2006 lVomor L2*,Tambahan !-embaran Negara Repuhlifit
lndonesia Non'lor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang l\omor 24
Tahun 2OL3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O13 Nomor 232, Tambahaur
Len'lbaran lUegara Republik lndonesia Nomror 5425);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2AA7 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nornor
23 Tahun 2006 tentang Aoministrasi Kependudukdn (tembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20o-7 Rlomor 8O, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4736)
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan purnerintul, N";;; 102 Tahun 2OL2
(!-embaran Negara Republik ,lndonesia Tahun 2OL2 Nomor 265, Tambahan Lernbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5873);

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2OOg tentang Fenerapan Kartu Tanda Fendudu$r
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubafr
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden lrtomor LL2 Tahun 2Oi.B (l-embaran
l{egara Repubtik lndonesia Tahun 2OLg Nomor 2S7);

4- Peraturan lVlenteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2OLS tentang persyaratan, Ruang
Ljngkup dan Tata Cara Peiiberian uar< 

-ar<ses 
serta Penaanfaatan Nornor lnduk

Kependudukan (NtK), Data Kependudukan dan Kartr.a Tanda penduduk Elektronik;5. Peraturan Gubernur Surnatera Barat Nomor 51 Tafrun 20X.7 tentang pemanfaatan Data
Kependudukan Tingkat proyinsisurnatera Baraf 

- -----e

PARA ryHAK sepakat nrembuat Perjaniian Kerja sama tentang pemanfaatan Nlomor trndukKependudultan, Data Kependudukan Dan Kartu T'anda pendudllk Eletttronik Dalarn LayananLingkup Tugas Biro umun'l Sekretarlat Daerah provinsi surnatera guiri, a"rgan ketentuansebagai berikut:

pasal i.
nnae,sufililiulrm

Mal<sud dan tujuan Perjanlian Keri'a sama ini adalah untuk mengefekfifkan fungsi dan peranPARA PII'IA'K daiam pemanfaatan 
-Nlomo, 

Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KartuTanda penduduk Erektronik. - ts^qt), vq's r\cptillul

Fasal 2
Ruang !-ingkup

Ryal$ lingkup Perjanjian Kerja sama ini metiputi pemanfaatan :

3. [Vomor lnduk K.ependudukan (NIK]b. Data Kependudukan; danc. Kartu Tanda pendudulr Etektronik (KTp_el).

pemanfaatan tvomor tnduk *-fJ;flf-kar,r, Dara Kependudmkan dan
Kartu Tanda penduduk Elektronltr<

Pemanfaatan firlK, Data Kependudukan dan KTp-er daram rangka mengefetr<tifkan:

2 t Y t,u*1



a. Slnkronisasi data penerima rnanfaat dengan menggunakan database kependudr,rkan yang
berbasiskan MK;

b. Validasi dan verifil<asi dalam proses pelayanan dalam lingkup layanan PXI'IAK KED[.,A
dengan menggunakan NtK, Data Kependudukan dan KTP-el; dan
Perencanaan program kegiatan PIHAK KEDUA dengan menggunakan data agregat
kependudukan;

Pasal 4
Kewajihan PARA plF{AK

(1) PIFIAK KESATU mempunyai kewajiban untuk
a- memberikan hak akses secara terbatas data t<ependudukan kepada PIF|AK KEDU,A

berupa nomor KK, NIK, narna lengkap, jenis kelamln, pendidlkan ierakhir, dan alamat
kepada PIHAK KEDUA;

h- menyediakan jaringan komunikasi data untuk L (satu) titik jarlngan berhasiskan Virtueil
Private Network (VPN) lP melalui fasilitasi dan koordinasi Uengan DInas Konnunlkasi dam
lnformatika provinsi Sumatera Barat;

c- rnemberikan User lD kepada PIHAK KEDI,A yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab Ptt{AK KEDUA;
d' memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesual ketentuan peraturan

perundangundangan; dan
e' memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknls lmlilementasi pemanfaatan

NtK, Data Kependudukan, dan KTp-er btur uiriuirlrAK KEDUA.

(2) PlFlAl( KEDUA mempunyaikewajiban untuk:
a' rnencantumkfl 

-ryry_ 
y€ng sudah di.iamin ketunggalannya dalam dokurnen yan6;

diterbitkan ptFIAK KEDU&
b' memberikan hak akses secara terlratas data dari dokumen yang dihasilkan sebagaidata balikan,guna rnelengkapi database kependudukan nnilik pirmgt KE$AT{.!;e' 

9""l1qgqYlgi1-I1P sebagai pemegang hak akses atas cata *-b--J-Jrran yang diaksesdart Fii{AK KESATIj;
d. memberikan tayanan berbasiskan KTF_el;e' nrenyediakan tenaga teknis dan perangkat pernhace K'fp-e!, sesuai dengan spesifikasiyang diberikan FIHAK KESATU becerta Kartu iecure ,""*"u ;rAGt' rnenyediakan dukungan anggaran untuk petaksanaan 

- 
nirningrn teknis dan

- 
pendampingan teknis imptemeiL"ip"-.rllutJn rurx, Data Kependudukan, dan KTp-et;g' membantu sosialisasi pemanfaatan'KTP-el metaiui media cetak dan/atau elektronik;dan

h' menjarnin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannyapenyimpanan data kependudukan'yang turrn 
',rirr*ues 

oaii PIHAK KE5ATU walaupunjangka waktu Ferjanjian Kerja samainii!6tr ne*rnr,ir.

pasil g

(c) prFrAK KEsAru mempunya, nr* rrT;l,PARA 

PII-IAK

a. mr€ngawasi pelaksanaan kewajiban FIFIAK KEDUA.b' rnendapatkan data ballkasr atas aata d;"d-dr*unnrc tetah diberikan FTFEAK KESATIjberdasarkan Fer.lanjian Kerja sama;*;;;;;;;G;;o,J-Irr.*" l,*i*roraukan; danc' mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan uanlenenaran *, ,rru diterima dan
fiffiffi. 

PI&IAK KEDUA, walaupun jangka wakru perJanjian meria sama ini tetah

(2) P!FiAK KEDUA mempunyai hak untuk:
a' mendapatkan hak akses secara t.erb_atas data kependudukan berupa nomor KK, NlK,nama lengrkap, jenis ke'!amin, pendidikan terakhir, dan alamat oari pimax KESAT1.;; dan

{ tVl'*l



b' mendapatkan blnrhingan teknls dan pendampingan teknis pennanfaatan AUK, DataKependudukan, dan KTF-et ser{a pengigrniin iarrngkat pembaca KTp-el, atas biayaPI!.IAK E{EDUA

Fasat 6
Jang;kaWaktu,

ilerjanjian Kerla sama ini rnulai berlakusejuk.{plgrlanganinya perjanjian Kerja sama ini oleh
FfHf fi'-ffifl 

$arnpai demsan trnesiJ'zs ii*-ioiif,l*%reut diperpanjans aras persetujuan

Berakhirnya r:f;ffil,I- Ker.fia sarna
Per.fanjian Kerja Sama berakhir afrablta:

3. jangka waktu perjanfian Kerja Sama tetah setesai; ataub" atas kesepakatan PARA PlslAK untuk r""rs;*,ri kerjasarna seberum jangka waktuPerjanjian Kerja Sama Oeralofrii. ,----e..-

pasal g
Keadaan Memaksa (Force Mqjeare)

(1-) Apabila ter'ladi hal-hal di luar kekuasaan PARA ptFtAK atail keadaan memaksa, dapatdilakukan perubahan pelaltsanaan per.ianilan'ttun]r 6rru atas persetur.fuan FARA prFfAK.(2) Keadaam menraksa l*oug;i;;a d;#ks;ffi;; ayat (3.), aoafirr adanya kehijakan
ffffi1'x,'i:J:fig'ffit$,1]f,Htr y$,t,Xt'#,g'jg#ffifrfirf;,,ffiir1sanaan eetianiian-,rerra

Fasal g
pemyelesatan perselislnan

(1) Apabila dikemudian hari timbul permasarahan d-aram perbedaan penafsrran danfi',:3ffiffiffiil,:iJ,fgffl:N"'i; si,",",.-ni'ffi;ij''J*o pnrAn ;,(;Jiseresaikan secara
(2) Dalarn hat musyawarah dan mufakat sebagairna* d^,T.1fyd pada ayat (L) tidak tercapai,rnatr<a akan dise!esaikan r*urria"rgun lr"tfrturr'pl*rrru., perundang_undangan.

u**#EIl'f3,uo"*n
(3') Pr*rAK KE*,A berkewajiban 

=ll:"t. 
laporan 

.riksru pemanfaaran NrK, DaraKependudunll 
9un rrrp--i p", seme.ster, nrril-lrni__yJrk sernester purt*rnu dan buran

,6\,_?.-T#?"ffi lx,ffiTi;*;g,gtg.ffi #,#xffi ###if 
'ffi :TlJ*ouu,nDirekrur

(a) pflFiAffi KEsATrj melakukan *rui,1r,:r r*rrrrr-ilr"ilr'irr, Kependudukan dan KTF_er
secara ber&tara atas raporan p*rdk meeuli 

"ior?Ii*In, dinraksud pada ayat (1).to 
liT#rTiltff?dapat *ul'turo" evaruasi ou*ulr*,un NrK, Data Kependudukan dan KrF-(4) Hasll evaluasi sebagaimana o'*'Iu^yl, o.ug| lvat (2) drraporkan kepada Gubernur denganl?f;',l 

uuu n Menteri 6il; ;il;;ri-rn 
",,r 

;iD ;-rfi ; il,ni*rr, nepen or j u xa il ou n pencata ra n

4
l--I (! Lwnl



(t-)

(2)

(s)

Pasal 1L
Lain-l-ain

Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Ker.la
$ama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan FARA FIHAK.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan PerJanjian
Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunir.lk Tenis.

iHXtffi

Demikian Ferjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masingmasing dibubuhi
materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama'setelah dita-ndatanfani FARA
PI!{AK.

Nir, +99,9.{105 Lee403 1 oo5

5

PIFIAK KEDUA.

.f-vl,M.
hrrP. 1e62120f '{u8ir&, 
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